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ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH PEMERINTAH KOTA
PALEMBANG

Oleh:
Dini Hariany

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pajak 
termasuk menganalisis upaya pajak dari masing-masing jenis pajak daerah serta 
mengetahui bagaimana potensi pajak daerah dengan mengklasifikasikannya 
menjadi empat klasifikasi, yaitu prima, potensial, berkembang, dan terbelakang 
berdasarkan rasio proporsi dan rasio tambahan pertumbuhan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa efektivitas pajak menunjukkan rata-rata sebesar 105,79 
persen. Upaya pajak yang terdiri dari elastisitas pajak menunjukkan rata-rata 
sebesar 0,19 persen dan rasio pajak menunjukkan rata-rata sebesar 0,65 
persen.Terdapat dua jenis pajak daerah yang termasuk klasifikasi potensial, empat 
pajak daerah termasuk klasifikasi berkembang, dan satu jenis pajak daerah yang 
masih termasuk ke dalam klasifikasi terbelakang.

Kata kunci : Pajak daerah, efektivitas pajak, upaya pajak, dan potensi pajak.
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ARSTRACT

ANALYS1S OFEFFECTIVENESS OF PALEMBANG GOVERMENT'S
LOCAl TAX

Compiled by: 
Dini Hariany

Guided by:
Ahmad Subeki S.E., M.M., Ak. 

Abukosim S.E., M.M., Ak

This research aims to biow how tccc ejfectivetiess of each type of local 
tccces including tccc effort and to know how the potential of local taxes by 
classifying into four classifications, namely prime, potential, deve/oped, and 
underdeveloped based on the ratio of proportions and ratio of additional growth. 
The results showed that tax effectiveness shows an average of 105.79 percent. The 
tax effort that consists of tax elasficity shows an average of 0.19 percent and a tax 
ratio shows an average of 0.65 percent. The re are two types of local tcvces 
including potential classification, four types of local tccces including developed 
classification, and one type of local tccces including underdeveloped classification.

Keywords: local tax, tccc effectiveness, tax effort, and tccc potency.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka setiap daerah diberikan hak dan wewenang

untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri termasuk urusan pendapatan

daerah dan pembiayaan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi tentunya memerlukan sumber penerimaan daerah yang terdiri atas

pendapatan daerah dan pembiayaan untuk membiayai segala urusan pemerintahan

daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu pendapatan 

daerah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan sumber 

pendapatan asli daerah yang memiliki potensi yang ciikup besar dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber dana kemandirian 

yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

rakyat.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, untuk meningkatkan

akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah seharusnya 

diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan

dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut

dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan

kepada daerah dalam penetapan tarif, namun tarif tersebut tetap tidak boleh

melebihi tarif maksimum yang ditetapkan undang-undang. Dengan adanya

kewenangan tersebut, maka pemerintah daerah dapat lebih menggali potensi

penerimaan pajak daerah yang nantinya dapat meningkatkan kemandirian daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi

yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus

memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan

sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (Haris, 2010). Salah

(satu sumber keuangan daerah adalah pajak daerah yang harus terus digali guna

meningkatkan kemandirian suatu daerah.

Palembang yang merupakan salah satu kota yang melaksanakan otonomi 

daerah dan sebagai daerah penyangga Ibukota Republik Indonesia tentunya harus 

mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Sebagai kota metropolitan dan sebagai 

akibat adanya perkembangan ekonomi, banyak sekali terdapat usaha-usaha di

2



Palembang yang merupakan objek pajak daerah yang merupakan sumber potensi 

yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan penerimaan 

pajak daerah dapat ikut meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber 

dana bagi kemandirian daerah. Kota Palembang sendiri sampai dengan tahun 2011 

telah memiliki sebelas jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PLN dan Non-PLN), 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, 

Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Besaran pokok pajak bagi wajib pajak daerah dan tarif pajak untuk setiap jenis 

pajak daerah ditentukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan bahwa bagi wajib 

pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan 

yang ketentuan tata cara pembukuan atau pencatatan tersebut diatur dengan 

Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka setiap 

wajib pajak yang omzet usahanya Rp.300.000.000,00 atau lebih wajib membuat 

pembukuan atau pencatatan atau dengan kata lain menyusun laporan keuangan 

berupa laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi untuk periode 

tahun pajak tersebut. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari 

posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK revisi 2009). 

Pembukuan atau pencatatan yang dibuat oleh wajib pajak yang dimaksud tersebut 

merupakan informasi bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk 

menetapkan kebijakan pajak atau besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak.

♦
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Selama beberapa tahun terakhir ini realisasi penerimaan pajak daerah kota 

Palembang mengalami peningkatan. Berikut tabel Target dan Realisasi 

Penerimaan Pajak Daerah kota Palembang (dalam Rupiah) yang diperoleh dari 

Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota 
Palembang Tahun 2007-2011

Realisasi Pajak DaerahTarget Pajak DaerahTahun

51.486.867.607,0651.475.000.000,002007

69.367.592.779,0069.350.000.000,002008

84.696.563.176,6087.485.932.360,002009

104.047.313.437,0093.420.835.800,002010

207.746.349.410,40172.117.431.035,002011

333.104.821.406,80287.152.544.690,002012

Sumber : Dispenda kota Palembang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak 

daerah dari tahun 2007 sampai dengan 2012 selalu melebihi target yang 

ditetapkan, kecuali pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak daerah tidak 

melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dilihat, maka tabel tersebut 

menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah pemerintah kota Palembang masuk 

kedalam kategori baik (efektif) karena rata-rata telah mencapai target yang 

ditetapkan bahkan lebih. Namun, Enggar, Rahayu, dan Wahyudi (2011) 

mengungkapkan bahwa pemungutan pajak daerah harus mampu menekan biaya 

yang dikeluarkan dan kebocoran-kebocoran yang terjadi di lapangan serendah
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mungkin sehingga manfaat yang didapatkan akan jauh lebih besar daripada biaya

yang dikeluarkan.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada salah satu sumber dana

pemerintah daerah, yaitu pajak daerah dengan menganalisis efektivitas pajak 

termasuk upaya pajak serta bagaimana klasifikasi potensi masing-masing jenis 

pajak daerah agar dapat dilakukan tindakan yang dapat meningkatkan penerimaan 

pajak daerah kedepannya termasuk dengan terus menggali potensi pajak daerah 

yang sebenarnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Pemerintah Kota Palembang”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang terdapat di dalam

penelitian ini adalah :

a. Bagaimana efektivitas pajak daerah pemerintah kota Palembang ?

b. Bagaimana upaya pajak daerah pemerintah kota Palembang ?

c. Bagaimana klasifikasi potensi masing-masing jenis pajak daerah kota

Palembang ?

d. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota

Palembang ?
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1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pajak daerah pemerintah kota

Palembang.

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya pajak daerah pemerintah kota Palembang.

c. Untuk mengetahui bagaimana klasifikasi potensi masing-masing jenis pajak

daerah kota Palembang.

d. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan

pajak daerah kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang

Dapat memberikan masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang 

dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas pajak daerah pemerintah kota 

Palembang.

b. Akademik

Dapat memberikan sumbangan karya ilmiah dan referensi bagi mahasiswa 

dalam melakukan penelitian di bidang yang sama.

c. Penulis

Dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan yang baru mengenai efektivitas

pajak.
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d. Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai efektivitas pajak 

daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam

memahami isi dari penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini

terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

BAB l PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah

yang ingin dibahas, tujuan penelitian, dan manfaat yang dapat

diperoleh dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang berbagai teori dan konsep yang mendukung 

penelitian, kesimpulan dari penelitian-penelitian terdahulu, dan 

kerangka pemikiran yang menggambarkan pola pikir penelitian ini 

serta hipotesis yang merupakan dugaan sementara hasil penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat tentang ruang lingkup penelitian, sumber data dan 

jenis data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian.
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang analisis efektivitas pajak daerah pemerintah

kota Palembang termasuk upaya pajak yang dilakukan penulis untuk

tahun 2007 sampai dengan 2011 dan klasifikasi potensi dari masing-

masing jenis pajak daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi

penerimaan pajak daerah kota Palembang, hambatan-hambatan, dan

upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan

pajak daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang

diberikan penulis dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab

sebelumnya.
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